
BUPATI BARITO UTARA 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR: 3~ TAHUN 2017 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN 
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT, HARi 

KESATUAN GERAK PEMBERDAYMN DAN KESEJAHTERAAN 
KELUARGA DAN HARi KELUARGA NASIONAL 

KABUPATEN BARITO UTARA 

Meoimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UTARA, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian dan 
peran aktif masyarakat berdasarkan semangat 
kebersamaao, kekeluargaan dan kegotongroyongan 
dalam penguatan integritas sosial melalui kegiatan­
kegiatan got0ng royong untuk mendukung 
terwujudnya percepatan pembangunan di berbagai 
bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat 
secara berkeadilan menuju Kabupaten Barlto Utara 
yang lestari dan sejahtera, perlu penyelenggaraan 
kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, 
Harl K.esatuan Gerak Pemberdayaan dan 
Keseja.hteraan Keluarga dan Harl Keluarga Nasional 
Kabupaten Barito Utara; 

b. bahwa untuk tertib dan lancarnya Penyelenggaraan 
Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, 
Hari KesatuanGerak Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga dan Hari Keluarga Nasional 
Kabupaten Barito Utara, perlu menetapkan 
Petunjuk Teknis ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
huruf a dan b, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan 
Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Masyarakat, Harl 
Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga dan Harl Keluarga Nasional Kabupaten 
Barito Utara, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 959 



Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah t.erakhir dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1965 tentang Pembentu.kan Daerah Tingkat 
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah 
Tingkat ll Tabalong dengan mengubah Undang­
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat n di 
Kallman tan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 II 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t.entang 
Pemerin tahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana t.elab beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 t.entang Desa 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. Peraturao Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 20 I 4 tentang Ocsa (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tarnbah.an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan at.as Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 6 1'ahun 2014 
tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tabun 
2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan 
Bhakti Ootong Royong Masyarakat ; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tcntang Pcdoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubab beberapa kali 
terakhlr. dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 I Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan 
Keuangan Daerab (Berita Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 201 I Nomor 3101); 



Menctapkan 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 
2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui 
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kcluargi,. 
(Berita N~a Republik Indonesia Tabun 2013 
Nomor60); 

9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tabun 
20 I 4 ten tang Pcngelolaan Keuangan Desa (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2093); 

I 0 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 ten tang Pedoman Pembangunan Dess (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2094); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Urusan Wajib Dan Pilihan 
yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Nomor I); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 
2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara 
(Lembar.an Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Nomor 6). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKN1S 
PENYELENOOARAAN KEGIATAN BULAN BHAKTI 
GOTONG ROYONG MASYARAKAT, HARi KESATUAN 
GERAK PiEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN 
KELUARGA DAN HARl KELUARGA NASIONAL 
KABUPATEN BARlTO UTARA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ; 
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito 

Utara; 
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara; 
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah 

kabupaten dalarn wilayah kerja kecamatan; 
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan ma.syarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemcr:intahan, .kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu!, dan/ atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kcsatuan Republik Indonesia; 



6. Camat adalah atau sebutan la.in adalah pemimpin Kecamat.an yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati; 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat daJam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

8. Pemerintah Desa adalah Kcpala Dcsa atau yang disebut dengan nama 
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa; 

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 
Pemerintah Dacrah; 

10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kchidupan untuk sebesar:besamya kesejahteraan masyarakat desa; 

11. G<>tong royong adalah kegi,atan kerja sama ma&yarakat dalam berbagai 
bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan 
kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam 
pembangunan; 

12. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang selanjutnya disebut 
BBGRM adalah kegiatan gotong royong masyarakat dilaksanakan 
selama I (satu) bulan penuh yang dimulai pada bulan Mei setiap 
tahun, yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama 
sebelas bulan. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud disusunnya Peraturan Bupati lni adalah untuk memberikan 

arahan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti 

Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak Pembcrdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga dan Hari Keluarga Nasional. 

Pasal 3 

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah : 

a. meningkatkan kesadaran, kepedulian peran serta masyarakat de.Jain 

pembangunan berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan 

kegotongroyongan terutama dalam bidang kemasyarakatan, bidang 

ekonomi, bidang sosial, budaya dan agama serta bidang lingkungan; 

b. pcnguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong 

untuk mcndukung terwujudnya perccpatan pembangunan di bcrbagai 

bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat sccara berkeadilan 

menuju Kabupaten Barito Utara yang lestari dan stjahtera. 



BAB 111 
PETUNJUK TEKNIS 

Pasal 4 

(I) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat, Harl Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga dan Harl Keluarga Nasional Kabupaten Barlto Utara 

mengacu kepada Petunjuk Teknis. 

(21 Perunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (I I adalah 

sebagaimana tcrcantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan 

satu kesatuan tidak terpisahkan darl Peraturan Bupati ini. 

BAGIAN HUKUM 
BABIV 

KETENTUANPENUTUP 
Pasal 5 SEKDA 

_ ...... llgl;~~bl'· p orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Barito Utara. 

?aAK5ANAJPENGE11K 

( .... .. .. .... . 

Diundangkan di Muara Teweh 
pada tanggal 3 Januari 2017 

SEKRETARIS DAERAH 

KA~TARA, 

JAINAL ABIDIII 

Uitctapkan di Muara Teweh 
pada tanggal 3 Januari 2017 

BUPATI BARITO UTARA, 

~YAH 

SERITA DAERAH KABUPATEN BARJTO UTARA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
JABATAN IIAMI' 

IIKb~ KAI!. tiARUT KEPALA BAGIAN HUKUM, 

FAKH~FAUZI 

AIICflllL ... ,,.,_ 

IIADIO 6'3GIA:. P' 

NlP. 197110921 199803 I 004 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR 3~ TAHUN 2017 
TENTANO PETUNJUK TEKNIS 
PENYELENOOARAAN BULAN BHAKTI 
OOTONO ROYONO MASYARAKAT, HARi 
KESATUAN OERAK PEMBERDAYMN 
DAN KESEJAHTERAAN KELUAROA 
DAN HARi KELUAROA NASIONAL 
KABUPATEN BARITO UTARA 

PETUNJUK TEKRIS 
PERYELBJIOGARAAJf KEGlATAN BULAII BHAKTI 

GOTONG ROYONGi MASYARAKAT (BBGRM), HARi 
KESATUAN GERAK PEIIBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN 

KBLUARGA (HKG-PKK) DAN HARi KBLUARGA NASIONAL 
KABUPATEN BARITO UTARA 

I, PEIIDAHULUAl'f 

Masyarakat Kabupaten Bari to Utara terdiri dari beraneka ragam sosial, 

budaya, etnik serta adat istiadatnya, secara sosio-kultural dalam 

kehidupan masyarakat senantiasa berkembang semangat 

kegotongroyongan dan keswadayaan yang berbasis pada nilai-nilai 

sosial budaya lokal yang telah mengakar dan berkembang dalam 

kebidupan masyarakat dengan semboyang • Berat sama dipikul ringan 

sama dijinjing • maka kegiatan-kegiatan gotong royong selama Bulan 

Bhakti Gotong Royong Masyarakat perlu diselaraskan dan dia¢nergikan 

dengan potensi dan kond.isi serta kebutuhan yang berkembang di 

masyarakat masing•masing Desa/ Keluraban, yang basilnya 

dibarapkan dapat dirasakan dan bermanfaat bagi semua pihak. Bulan 

Bhakti Ootong Royong Masyarakat (BBORM) Hari Kesaruan Gerak 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Hari Keluarga Nasional 

Tingkat Kabupaten Barito Utara d.isamping kegiatan-kegiatan yang 

telab ditetapkan oleb Pemerintab Pusat meliputi bidang 

kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosi.al budaya dan agama 

serta lingkungan hidup, di pan dang perlu juga diarahkan pada kegiatan• 

kegiatan pengentasan kemiskinan. 

II. TUJUAN DAN 8A8ARAJf 

A. Tltjuaa 

Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan 

semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam 



penguatan integritas sosial melalui kegiatan•kegiatan gotong royong 

untuk mendukung terwujudnya percepatan pembangunan di 

berbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat secara 

berkeadilan menuju Kabupaten Barito Utara yang l~tari dan 

sejahtera. 

B. 8uaran 

Masyarakat Desa/ Kelurahan di Kabupaten Barito Utara dalam 

rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta peran aktif 

masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembagunan serta 

meningkatkan rasa memlliki dan rasa tanggung jawab terhadap 

hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Barito Utara. 

UI. TEIIPAT DAIi WAKTU PELAK8AlfAAII 

A. Tempat 

Tempat pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakli Gotong Royong 

Masyarakat (BBGRM), Bari Kesatuan Gcrak Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga dan Harl Keluarga Nasional Tingkat 

Kabupaten Barito Utara adalah Desa/ Kelurahan se-Kabupaten 

Barito Utara. 

B. Waktu 

Waktu pelaksanaan kegjatan Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat (BBGRM) Hari Kesatuan Oerak Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Kcluarga dan Harl Keluarga Nasional Tingkat 

Kabupaten Barito Utara dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang 

dimulai pada bulan Mei setiap tahun. 

IV. PERSIAPAII DAN PELAK8AKAAII 

A. Peralapan 

Persiapan kegiatan BuUan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 

(BBGRM), Harl Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga (HKG-PKK) dan Harl Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten 

Barito Utara di masing-masing Desa/ Kelurahan yang meliputi 

kegiatan : 

a. Musyawarah Desa/ Kelurahan dipimpin oleh Kepala Desa/ 

Kelurahan untuk persiapan sekaligus penjelasan tentang Bulan 

Bhakli Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Harl Kesatuan 

Oerak Pemberdayaan. dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) 

dan Harl Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Barito Utara, yang 

diilruli oleh pengurus / Ketua RT/ RW, Tokoh Masyarakat, Tim 

Penggerak PKK Desa/ Kelurahan, Pemuda dan Lembaga 

Kemasyarakatan lainnya; 



b. Penetapan kegiatan-kegiatan selama Bulan Bhakti Gotong Royong 

Maeyarolmt (BBGRM), Hnri Kcsatuan Ccrak l'cmbcrdaya,u, d,m 

Kesejahteraan Keluarga (HKO·PKKJ dan Hari Keluarga Nasional 

Tingkat Kabupaten Barito Utara, yang menjadi prioritas dimasing­

masing Desa/ Kelurahan; 

c. Pembentukan seksi-seksi sebagai Koordinator kegiatan Bulan 

Bhakti Ootong Royong Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan 

Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG·PKKJ 

dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Barito Utara, yang 

ditetapkan secara musyawarah; 

d. Penyusunan dan penetapan jadwal kerja kegiatan. 

B. Sotol•llutl 

Dalam rangka memasyarakatkan Bulan Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat (BBGRM, Hari Kesatuan Gerak Pcmberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Harl Keluarga Nasional 

Tingkat Kabupaten Barito Utara, perlu disosialisasikan serta 

diinformasikan kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk/ 

baliho brosur pada tempat•tempat strategis di Desa/Kclurahan, 

Kantor Ke<:amatan dan lnstansi Pemerintah melalui siaran Radio 

Daerah/Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) selama 

berlangsungnya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), 

Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 

(HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Barito 

Utara, dengan melibatkan dunia usaha/ Perusahaan-perusahaan di 

masing•masing Desa/ Kelurahan. 

C. P@labenaea 

Kegiatan Bulan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), 

Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Xeluarga 

(HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Barito 

Utara, agar dilakukan secara terpadu dan lebih diarahkan pada 

upaya pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan sumber­

sumber dana pembangunan yang sudah di alokasikan seperti 

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat serta program lainnya 

yang didasarkan pada tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) sebagai pendorong untuk memotivasi keswadayaan 

dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan yang 

dilaksanakan di setiap Desa/ Kelurahan disesuaikan dengan 

prioritas kebutuhan masyarakat, antara lain sebagai berikut : 



a. Bidang Kemuyuabta.D, meliputi kegiatan : 

I) Penguatan sistem keamanan lingkungan, pembangunan dan 

pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan, Peningkatan 

Kemampuan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di 

Desa/ Kelurahan, penegakan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat serta penyuluhan hukum yang berkenaan dengan 

kepentingan masyarakat melalui : 

a. mengaktifkan pelaksanaan ronda malam, patrol dan 

sejenisnya; 

b. peningkatan keamanan terpadu antara RT /RW di Desa/ 

Kelurahan; 

c. pembangunan pos-pos keamanan lingkungan pada lokasi 

yang dianggap rawan. 

d. perbaikan pos keamanan yang kurang memenuhi 

persyaratan; 

e. peningkatan kemampuan keamanan melalui pembekalan 

pengetahuan kesamaptaan dan sejenisnya. 

2) Penyuluhan tentang ideologi Negara, wawasan kebangsaan 

serta persatuan dan kesatuan nasional melalui pemahaman 

masyarakat terhadap nilai-n!ai Pancasila, dalam kehidupan 

sehari-hari, bela negara, persatuan dan kesatuan masyarakat; 

3) Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak melalui 

pemahaman terhadap arti pentingnya membayar pajak, waktu 

pembayaran dan kelambatan pembayaran pajak; 

4) Penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya penghargaan, 

penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di 

i.engah-t.engah masyarakat; 

51 Menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

Desa/ Kelurahan secara gotong royong dan swadaya seperti 

melakukan bersih desa dan kegiatan pembangunan secara 

bersama-sama warga masyarakat; 

6) Kegiatan lainny:a yang berkaitan dengan bidang 

kemasyarakatan. 

b. Bldang Bkonoml, meliputi kegiatan : 

I) Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian 

masyarakat antara lain melalui pemasyarakatan manfa'at bagi 

anggota koperasi baru, penganekaragaman kegiatan usaha 

koperasi; 



2) Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat 

antara !run melruui kcmudahan o.kscs modal, aJih tcknologi 

produk dan budidaya, pemasaran produk dan pelatihan 

kewirausahaan; 

3) Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam melalui 

penambahan modal bekerjasama dengan pihak lain yang terkait 

yang dapat memberikan bunga rendah; 

4) Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan 

holtilrultural melalui teknologi tepat guna sesuai dengan kondisi 

dan struktur tanab dan iklim di masing-masing daerah; 

5) Pengembangan budaya menabung dikalangan masyarakat melalui 

kampanye gemar menabung sejak dini mulai dari anak-anak, 

remaja, dewasa dan orang tua; 

6) Pembangunan dan perbaikan perekonomian masyarilkat seperti : 

saluran irigasi, j~ desa, lumbung pangan masyarakat, dermaga 

desa dan prasarana perekonomian lainnya. 

c. BICW11 8oaial Buda:,a clan Apma, yang meliputi kegiatan : 

1) Penyuluhan kesehatan seperti kesebatan ibu dan anak {KIA), 

Kelas !bu Hamil (KIH), kesehatan lingkungan atau sanitasi, 

kesehatan reproduksi remaja, babaya Narkoba, bahaya HlV /AIDS; 

2) Pelayanan kesehatan masal, seperti pelayanan posyandu untuk 

ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal dan lain-lain; 

3) Bantuan bagi orang tua lanjut usia, seperti pemberian 

sembang)<o, sandang dan lain-lainya. 

4) Lomba kesehatan seperti lomba seperti lomba makanan sehat dan 

bergizi, lomba balita sehat dan lain-lainya. 

5) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan seperti 

sarana dan prasarana posyandu; 

6) Pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga; 

7) Perlombaan dan pertandingan olab raga melalui melalui 

penyeleoggaraan lomba antar desa / kelurahan dan kecamatan 

8) Pertemuan organisasi kepemudaan seperti karang taruna, remaja 

masjid dan lain-lain. 

9) Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya melalui pagelaran, 

pentas seni terutama untuk pengembangan dan pelestariaan seni 

budaya lokal; 

10) Pembangunan dan pemeliharaan saraoa-sarana ibadah; 

11) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan 

agama. 



d. Bldaq Lillgkunp11, yang meliputi kegiatan : 

1) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana linglcungan melalui 

pembuatan prasarana lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat 

serta perbaikan prasarana lingkungan yang kurang memadai; 

2) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih serta 

perbaikao prasarana air bersih yang kurang memadai; 

3) Pembersihan dan penyebatan lingkungan pemukiman seperti 

pemugaran rumah, plesterisasi, pembersihan linglcungan melalui 

gerakan Jum'at bersih cl.an sejenisnya; 

4) Penyuluhan tenw.ng kesebatan lingkungan melalui pertemuan, 

siaran keliling untuk meningkatkan pemahaman arti pentingnya 

kesehatan masyarakat; 

5) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang linglcungan; 

6) Penerapan teknologi tepat guna bagi kepentingan sosial dan ekonomi 

yang ramah lingkungan. 

V. PERAlU!f BADA!f/ Dll'fA8/ ffl8TAlfSl TERKAIT 

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan Kegiatan Bulan Bulan 

Bhakti Ootong Royong Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari 

Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Barito Utara, maka diperlukan 

dukungan dari selu.ruh Kepala Dinas/Badan /Kantor /Unit Satuan 

Kerja Pcrangkat Daerah terkait sesuai dengan tugasnya, meliputi : 

a. Badan Perencenun Pembailgunan Daerah, PeneUtlan clan 
Pengembanpa clan Dlnu Sollal, Pemberda:,un Muyuabt 
clan 0.1& Kabupaten Barlto Utua, agar melakukan langkah­
langkab: 
I) Memberikan petunjuk teknis dan informasi tentang 

musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan 

serta penjelasan kebijakasanaan; 

2) Melakukan bimbingan tekrus pembangunan dengan 

memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang berskala 

kabupaten, kecamatan maupun Desa/ Kelurahan. 

b. Dlnu Koamnllra•I, hlformatlb clan Penanclian Kabupaten 
Barlto Utara : 

I) Menyeberluaskan kegiatan Bulan Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan 

dan Kesejahteraan Keluarga dan Harl Kcluarga Nasional 

melalui kegiatan penyuluhan media cetak/ elektronika; 

2) Melakukan pemantauan pelaksanaan Bulan Bha.kti Gotong 

Royong Masyarakat (BBGRM) Harl Kesatuan Gerak 



Pemberdayaan dan Kesejahteraan Ketuarga dan Harl Keluarga 

Naaional sertll menycbarluaskan ha~il-hasilnya. 

c. Kantor Kementerlan Agama Kabupaten Barito Utara: 

Memberlkan penyuluhan dan motivasi kepada pemuka agama 

tentang pentingnya kerukunan umat beragama sena antar warga 

dalam pelaksanaan Bulan Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat (BBGRM), Harl Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga dan Harl Keluarga Nasional. 

cl DIDu Pendidlbn Kabupaten Barito Utara : 

Memberikan motivasi kepada guru/ pendidik untuk berperan 

aktif dalam pelaksanaan Bulan Bulan Bhakti Ootong Royong 

Masyarakat (BBORM), Harl Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga dan Harl Keluarga Nasional pada 

lembaga-Jembaga pendidikan 

e. Dlnaa Keeehatan Kabupaten Barito Utara : 

1) Memberikan penyuluhan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong 

Royong Masyarakat (BBORM), Harl Kesatuan Oerak 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga clan Harl Keluarga 

Nasional berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, 

seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, kelas 

ibu hamil, bahaya Narkoba, bahaya HlV / AIDS; 

2) Memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti : 

pelayanan Posyandu, kelas ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu 

dan anak, imunisasi, khitanan massal dan lain-lain; 

3) Mengadakan lomba kesehatan, seperti : lomba makanan sehat 

dan bergizi, lomba balita sehat dan lain-Jain. 

r. Tim Penueru: PKK Kabupaten Barito Utara : 

Tim penggerak PKK Kabupaten Barlto Utara secara berjenjang 

melakukan kegjatan : 

1) Memberikan pcnyuluhan dalam pembangunan tentang 

perspektif gender daJam proses perencanaan pembangunan 

secara partisifatif; 

2) Menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi 

masyarakat kbususnya keluarga. 

I • Badan/Dinu/Kantor du Ba.pan Lainnya : 

Melakukan pembinaan pada masyarakat maupun kelompok 

binaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing 

sena memantau jajarannya dalam mendukung aktivitas Bulan 

Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Harl Kesatuan Gerak 



Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Hari Keluarga 

Nasional 

VI. PENGORGA108ASIAJI' 

Dalam ranga pengorp.niaulan, Camat perlu : 

a. Membentuk Tim pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat (BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional 

Tingkat Kecamatan, yang anggotanya terdiri dari unsur Tim 

Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) 

Kecamatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha 

dan Lembaga Kemasya:rakatan lainnya serta memperhatikan peran 

tokoh agama, masyarakat:, kelompok perempuan dan pemuda 

dalarn pelaksanaan Kegiatan Bulan Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat (BBGRM), Harl Kesatuan Gerak Pemberdayaan clan 

Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional 

Tingkat Kecamatan. 

b. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam persiapan dan 

pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gor.ong Royong Masyarakat 

(BBGRM), Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga (HKG-PKK dan Hari Keluarga Nasional. 

c. Melakukan pengendalian selama pelaksanaan Kegiatan Bulan 

Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Harl 

Keluarga Nasional di wilayahnya. 

d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan 

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Harl Kesatuan Gerak 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKO-PKK) dan Harl 

Keluarga Nasional di wilayahnya kepada Bupati Barito Utara paling 

lambat l (satu) bulan :setelah pelaksanaan. 

VII. PENGEIIDALLU. 
Tim Fasilitasi Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan 

pengenclalian pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Ootong Royong 

Masyarakat yang dipadukan dengan Peringatan Hari Ke,;atuan 

Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan 

Harl Keluarga Nasional secara berjenjang sesuai dengan tingkat 

kewenangan masing-masing. 

VIII. MOIIITORI!fG DA11 EVALUASI. 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan guna memantau 

perkembangan program, melakukan penilaian sekaligus menyusun 



tindakan perbaikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan 

secara partisifatif oleb masyarakat Desa/ Kelurahan sendiri, 

maupun dilaksanakan oleh Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong 

Royong Masyarakat Kabupaten yang melipuli : 

a. MonltorinC daa Eftluul Muyarakat 

1. Monitoring dan evaluasi masyara.kat yang dilakukan secara 

partisipatif merupakan upaya untuk memberdayakan 

masyarakat agar memiliki kapasitas dalam pengambilan 

keputusan pengelolaan program, dengan memberikan 

peluang bagi mereka untuk merepleksikan apa yang telah 

dicapai, menentukan langkah yang barus diambil, dan 

mcngkaji dampak dari pilihan-pilihan yang mereka tetapkan 

sendiri. 

2. Monitoring dan. evaluasi masyarakat dilaksanakan pada 

setiap tahap kegiatan, mulai dari sosialisasi sampai dengan 

perttanggungj.aw.aban dan pelestarian; 

3. Hasil monitoring dan evaluasi masyarakat yang berupa 

rekomendasi perbaikan maupun pengembangan altematif 

kegiatan baru sebagai kelanjutan program, dapat langsung 

dimanfaatkan dan dterapkan. 

b. Monitoroag Kecamatan 

I. Monitoring Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakal, Harl Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga {HKO-PKK) dan Harl Keluarga 

Nasional Tingkat Kecamatan adalah k.egjatan pemantauan 

program dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang : 

a) pelaksanaan program; 

b) hasil-hasil kegiatan; 

c) kendala dan permasalahan yang dihadapi; 

d) berbagai penyimpangan yang tcrjadi dalam pelaksanaan; 

e) pemecahan masalah. 

2. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dibahas dalam 

Rapal Koordinasi Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakal, Harl Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK} dan Harl Keluarga 

Nasional . 
3. Hasil monitoring dibahas pada Rapat Koordinasi Tingkat 

Kecainatan dan :selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Barlto 

Utara. 



c. Monitoring Kabupaten f]'im Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong 
Masyarakat, Harl Kesaruan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga (HKG-PKK) dan l{arl Keluarga Nasional) 

l. Monitoring Kabupaten (Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat, Harl Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Hari Keluarga Nasional) 

adalah kegiatan pemantauan program dengan tujuan untuk 

mem[eroleh informasi tentang : 

a) pelaksanaan program; 

b) hasil-hasil kegiatan; 

c) kendala dan permasalahan yang dihadapi; 

d) berbagai bentuk distorsi dalarn pelaksanaannya; 

e) dampak program; dan 

ij aspirasi perbaikan program diseluruh lokasi program Bulan 

Bhakti Gotong Royong Masyarakat. 

2. Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royo.ng Masyarakat, Hari 

Kesatuan Gerak Pemb,erdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG­

PKK) dan Harl Keluarga Nasional Tingkat K.abupaten dapat 

melaksanakan kegiatan evaluasi untuk menilai kinerja dan 

dampak program, antara lain meliputi : 

a) evaluasi kinerja program-program masuk desa/Kelurahan ; 

b) evaluasi dampak program-program masuk desa/Kelurahan; 

c) evaluasi lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

3. Monitoring Tim Pembina Bulan Bhakti Ootong Royong 

Masyarakat, Harl Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Harl Keluarga Nasional 

Tingkat Kabupaten diberi kewenangan untuk melakukan 

pengkajian laporan berkala , mengadakan diskusi kelompok 

terfokos dengan pengelola program di Desa/ Kelurahan, 

Kecamatan, maupun Kabupaten, mengkaji laporan pengaduan 

masyarakat lewat pos pengaduan atau saluran lainnya, maupun 

mengadakan invcstigasi khusus berkenaan dengan program. 

4. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dibahas dalam Rapat 

Koordinasi Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, 

Harl Kesatuan Gcrak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 

(HKG-PKK) dan Harl Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten. 

IX. PBIIBIAYMII. 
Pembiayaan Kegiatan Bulan Bha.kti Gotong Royong Masyarakat, Harl 

Kesatuan Ocrak Pembe.-dayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG­

PKK) dan Harl Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten bersumber pada 



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa serta sumber lain yang sah. 

X. PENUTUP. 

Petunjuk Teknis penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong 

Royong Masyarakat (BBGRM), Harl Kesatuan Gerak Pemberdayaan 

dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dan Harl Keluarga Nasional 

Tingkat Kabupaten, dibuat agar .dalarn pelaksanaannya baik di Desa 

maupun di Kelurahan dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar, 

utamanya dalam rangka mengembangkan partisipasi aktif masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di Desa/ 

Kelurahan serta meningkatkan efisiensi keputusan desa/ kelurahan 

sehingga dapat mendorong kesejabteraan masyarakat. Dalam rang)<a. 

mendukung Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakal (BBGRM), Harl 

Kesatuan Gcrak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG­

PKK) dan Hari Keluarga Nasional Ting)<at Kabupaten dimaksud, 

cliharapkan setiap Dinas/ Badan/Kantor/Unit Satuan Kerja Perangkat 

Daerah terkait yang merniliki program/ kegiatan yang masuk ke 

desa/Kelurahan agar segera melaksanakan kegiatan-kegiatan konkrit 

serta melakukan monitoring, evaluasi dan mengupayakan 

pengembangan serta kesenambungan program. 
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